



KEBIJAKAN BANTUAN ASING NEPAL 
 
Setiap negara memiliki orientasi dalam merumuskan kebijakan luar negerinya 
masing-masing. Tidak berbeda pula dengan Nepal. Kebijakan luar negeri Nepal juga 
tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarah di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan 
kebijakan luar negeri suatu negara selalu memposisikan sesuai dengan konteks 
dinamika internasional yang sedang terjadi serta diiringi dengan konteks politik 
domestik suatu negara tersebut. Sebelum membahas mengenai kebijakan Nepal dalam 
merespon bantuan asing, penulis akan terlebih dahulu menjabarkan mengenai orientasi 
kebijakan Luar Negeri Nepal secara umum. 
3.1  Orientasi Kebijakan Luar Negeri Nepal  
Nepal sebagai salah satu negara landlock yang dikelilingi oleh Cina dan India  
selalu mengedepankan fokusnya yakni untuk menjaga kestabilan hubungan dengan 
kedua negara tersebut. Pada masa Inggris Raj (1858-1947) Nepal cenderung 
mengisolasikan diri dari dunia internasional. Hal tersebut guna menghindari intervensi 
dan dominasi dari luar negara. Pada pertengahan abad ke 19, ketika Inggris menguasai 
India dan jatuhnya Dinasti Qing di Cina (1644-1911), Nepal yang ketika itu berada di 
bawah kekuasaan Jung Bahadur Rana selaku Raja berada di bawah kekuasaan Inggris 
dengan tanpa menyerahkan urusan dan otonomi internal Nepal ketika itu.1 Hal tersebut 
                                                          
1 Singha Durbar, Nepal’s Foreign Policy, Ministry of Foreign Affairs Government of Nepal, Hal.1, 
Dalam : https://www.mofa.gov.np/foreign-policy/foreign-policy/ , (Diakses 5 April 2017, 16.19 WIB). 
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kemudian pada akhirnya membentuk kebijakan luar negeri Nepal pada masa kerajaan 
sejalan dengan kebijakan luar negeri Inggris. Terbukti dengan salah satu contohnya 
ialah Nepal membantu pasukan Inggris dalam Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang 
Dunia II (1939 - 1945).2 
Kebijakan luar negeri Nepal di era kerajaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh 
Inggris ketika itu. Nepal sebagai kerajaan tidaklah memiliki kekuatan untuk melawan 
Inggris. Hal tersebut tercermin dari pernyataan Jung Bahadur kepada residen Inggris 
ketika itu : 
“Kami tahu bahwa Kalian (Inggris), lebih kuat dibandingkan kami, kalian 
bagaikan singa dan kami bagaikan kucing. Kucing akan mencakar ketika 
disudutkan ke pojok, tapi segera singa akan membunuh kucing tersebut. 
Kalian bisa memaksa kami untuk merubah kebijakan kami, kalian juga 
mampu untuk membawa pergi negara kami bersama kalian apabila kalian 
memang berkeinginan untuk melakukannya”.3 
 
Lebih lanjut, pada tahun 1950 an, Nepal secara bertahap mulai membuka diri dan 
tidak lagi isolasionis serta berkomitmen untuk menerapkan kebijakan non-blok yang 
pada akhirnya di tahun 1973 tepatnya pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) 
Pergerakan Non Blok yang diselenggarakan di Algier Ibukota Aljazair, Raja Birendra 
menyatakan “Nepal, yang berada di antara dua negara besar dunia, merupakan zona 
perdamaian (zone of peace)”. Semenjak itu, konsep zone of peace menjadi pedoman 
kebijakan luar negeri yang paling utama bagi Nepal.4 
                                                          
2 Nanda R. Shrestha dan Keshav Bhattarai, 2003, Historical Dictionary of Nepal, Oxford : The 
Scarecow Press Inc., Hal.45. 
3 Muni, 1973, Foreign Policy of Nepal, Delhi : National, Hal.18. 
4 Singha Durbar, Loc Cit. 
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Pada awal tahun 1990, Nepal telah menjalin hubungan diplomatik dengan sekitar 
100 negara. Nepal juga menjadi anggota aktif PBB serta berpartisipasi dalam beberapa 
badan khusus di dalamnya. Sebelumnya, Nepal juga merupakan salah satu negara yang 
terlibat dalam inisiasi pendirian organisasi regional Asia Selatan yakni South Asian 
Association for Regional Cooperation (SAARC) pada 8 Desember 1985 di Dhaka – 
Bangladesh yang terdiri dari 7 anggota negara yakni Bangladesh, Bhutan, India, 
Maladewa, Nepal, Pakistan dan Sri Lanka yang kemudian menyusul bergabungnya 
Afghanistan pada tahun 2007.5 
Secara konstitusi, kebijakan luar negeri Nepal berpedoman pada piagam PBB, 
non-blok, hukum internasional, menekankan pada nilai-nilai perdamaian dunia dan 
Panscheel (5 prinsip koeksistensi perdamaian). Pada praktiknya, kebijakan luar negeri 
Nepal tidak diarahkan untuk memproyeksikan pengaruhnya secara internasional 
melainkan untuk menjaga otonomi dan menangani isu-isu ekonomi serta sekuritisasi 
dalam negaranya. Adapun Panscheel (5 prinsip koeksistensi perdamaian) sebagai salah 
satu prinsip kebijakan luar negeri Nepal ialah Saling menghormati integritas teritorial 
(wilayah) dan kedaulatan masing-masing, non intervensi terhadap urusan internal 
masing-masing negara, saling menghormati kesetaraan (equality), non agresi dan 
penyelesaian sengketa secara damai, kerjasama demi terciptanya keuntungan bersama.6 
                                                          
5 SAARC, ABOUT SAARC, Dalam: http://saarc-sec.org/about-saarc , (Diakses 5 April 2017, 15.48 
WIB). 
6 Durbar, Op Cit., Hal.2 
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Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Nepal sendiri 
secara power bisa dikatakan cenderung tidak menginginkan untuk memproyeksikan 
kebijakannya guna mendapatkan pengaruh di dalam persaingan global secara langsung. 
Akan tetapi, lebih cenderung menjaga integritas negara dengan cara damai serta yang 
paling penting bagi Nepal ialah mengedepankan stabilitas hubungannya dengan negara 
terdekat yakni Cina dan India. Karena, dengan menjaga stabilitas hubungan dengan 
keduanya, Nepal akan mampu untuk menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya. 
Hal demikian juga disebabkan kedua negara tersebut (India dan Cina) mengalami 
pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Sebagaimana dinyatakan oleh Direktur 
Eksekutif International Foreign Affair (IFA) Nepal, Tika Jung Thapa, “Dua raksasa 
Asia yakni India dan Cina telah membuktikannya dengan pertumbuhan ekonomi yang 
sangat cepat. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak bisa tetap menjadi negara yang 
autarkic (berdikari) dengan banyak kesengsaraan sosial dan ekonomi yang melanda”.7 
Menghadapi perkembangan kedua negara tersebut (Cina dan India) merupakan 
kesempatan sekaligus tantangan bagi Nepal untuk menjaga stabilitas hubungan dengan 
keduanya. Menjaga stabilitas dengan Cina merupakan kesempatan tersendiri bagi 
Nepal untuk memperluas kerjasama guna meningkatkan perkembangan ekonomi 
Nepal. Cina dalam beberapa kurun waktu terakhir terus menerus meningkatkan 
bantuan kepada Nepal. Contohnya ialah pembangunan Birendra International 
                                                          
7 Ritu Raj Subedi, Emerging Challenges of Nepal’s Foreign Policy, Institute of Foreign Affairs, Hal.3, 
Dalam:  
http://www.fesnepal.org/reports/2011/seminar%20reports/Nepal%27s%20foreign%20policy%20challe
nges.pdf , (Diakses 5 April 2017, 16.50 WIB). 
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Convention Center (yang kemudian digunakan sebagai gedung parlemen) dan 
pembangunan jalan raya di Kathmandu Ibukota Nepal merupakan bukti bahwa Cina 
memperlakukan Nepal sebagai tetangga yang paling dekat dan teman terbaik. Selain 
itu, India juga merupakan negara tetangga yang memiliki power kuat secara ekonomi 
juga melakukan hal yang sama kepada Nepal sebagaimana Cina dengan cara 
memberikan bantuan dan kerjasama di level bilateral maupun multilateral dengan 
Nepal.8 
Lebih lanjut, secara otomatis Nepal akan menjaga hubungan dengan kedua 
negara tersebut. Akan tetapi, dengan tetap memperhatikan kedaulatan yang 
dimilikinya. Perdana Menteri Nepal, Babu Ram Bhattarai dalam kesempatannya 
sebagai pembicara di parlemen pada tanggal 28 Agustus 2011 menyatakan “Kita harus 
menghilangkan ‘Buffer State Policy’ diantara dua negara raksasa Cina dan India serta 
menggantinya dengan ‘Friendship Bridge’ yang mampu menghubungkan kedua 
negara tersebut secara diplomatis.9 
Lebih lanjut, melalui pernyataan Perdana Menteri Nepal tersebut, dapat 
dimengerti bahwa istilah Buffer State sendiri artinya ialah negara yang secara geografis 
/ politis berada di antara dua kekuatan besar yang berfungsi untuk menjaga perdamaian 
di antara negara – negara besar di sekitarnya (yakni antara Nepal yang dikelilingi oleh 
                                                          
8 Johannes Dragsback Schmidt dan Manish Thapa, The Great Himalayan Game : India and China 
Rivalry in Nepal,  Dalam: http://vbn.aau.dk/files/72893381/Nepal_India_Cina.draft2.docx, (17 Mei 
2017, 01.08 WIB). 
9 Ibid. Hal.12 
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dua negara besar Cina dan India). Terdapat tiga elemen penting yang melekat pada 
negara buffer state yakni mereka merupakan negara kecil baik dari segi wilayah 
maupun populasi, secara geografis berdekatan dengan negara yang lebih besar dari segi 
power (terutama yang paling berpengaruh ialah ekonomi) serta terdapat satu variabel 
tambahan yakni independen.10 Alhasil, Nepal selama ini memiliki tugas yang tidak 
mudah untuk menjaga perdamaian di antara Cina dan India terlebih lagi kedua negara 
tersebut seringkali terlibat dalam permasalahan yang membawa Nepal di dalamnya dan 
di satu sisi, Nepal juga merupakan negara yang berdaulat dan memiliki interdependensi 
tinggi terutama dengan Cina.  
  Sementara itu, friendship Bridges yang dimaksud ialah Nepal menginginkan 
untuk mampu menjaga kestabilan di antara kedua negara besar tersebut seperti 
contohnya melalui kerjasama bisnis maupun jalur diplomasi apabila terdapat 
permasalahan di antara kedua negara tersebut (Cina dan India) yang melibatkan Nepal. 
Sebagai contohnya ialah ketika Beijing meminta Nepal untuk mengakui aneksasi Tibet 
dan penindasan oposisi politik di sana pasca kerjasama yang merupakan bagian dari 
poin kerjasama perluasan jalan raya Araniko yang menghubungkan Kathmandu dengan 
Cina (yang mana Cina telah memberikan bantuan hingga triliun Rupees kepada Nepal 
dalam pembangunan jalan raya tersebut sehingga akses perdagangan menjadi lebih 
masif). Melalui pernyataan Perdana Menteri Cina pada tahun 2012, Wen Jiabao “Baik 
                                                          
10 Martin J. Bayley, Imperial ontological (in)security : ‘buffer states’, IR, and the case of Anglo-
Afghan Relations, LSE London School of Economics and Political Science, Dalam : 
http://eprints.lse.ac.uk/62231/1/imperial_ontological_.pdf, (Diakses 10 Juli 2017, 14.22 WIB), Hal.4. 
65 
 
Taiwan dan Tibet adalah bagian integral dari wilayah Cina. Nepal telah dengan tegas 
mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak Cina untuk menegakkan kedaulatan 
negara, kesatuan nasional dan integritas teritorial serta tidak membiarkan pasukan 
separatis menggunakan wilayah Nepal untuk melancarkan aksinya.11 Alhasil, Nepal 
haruslah mengedepankan kepentingan Cina terkait perbatasan (demi hal yang tidak 
diinginkan oleh Cina yakni tindakan anti separatis Cina) dengan mengedepankan 
diplomasi dan berada di belakang Cina mendukung kepentingannya tersebut sebagai 
salah satu poin hubungan bilateral diantara keduanya. 
 
3.2 Kebijakan Nepal dalam Menerima Bantuan Asing 
Amandemen Konstitusi Nepal yang dibentuk pada 20 September 2015 disusun 
dan diadopsi melalui sidang konstituen Nepal. Konstitusi ini mencerminkan aspirasi 
kolektif masyarakat Nepal serta menunjukkan komitmen Nepal untuk membangun 
negara berdasarkan kesetaraan, inklusifitas dan berpihak pada rakyat. Sesuai dengan 
konstitusi 2015 tersebut, terdapat beberapa peraturan mengenai mekanisme 
penerimaan bantuan asing yang diterima dari Development Partners (DPs). Pertama, 
bantuan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas nasional serta haruslah 
transparan dan disalurkan melalui sistem anggaran nasional. Kedua, pemerintah Nepal 
                                                          
11 Benoit Hopquin, China’s Nepalese Friendship road leads to the heart of India’s market, Dalam : 
https://www.theguardian.com/world/2013/apr/23/nepal-Cina-tibet-india-araniko-highway, (Diakses 2 
Juni 2017, 01.28 WIB). 
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memiliki hak untuk menggunakan bantuan (hibah maupun pinjaman) yang didasarkan 
pada kebutuhan stabilitas ekonomi negara di tingkat makro.12 
Secara historis, peran bantuan asing sendiri di Nepal sangatlah vital guna 
meningkatkan perekonomian negara. Melalui perhitungan aid/GDP ratio yang 
menunjukkan seberapa besar jumlah bantuan dalam menyumbangkan GDP Nepal 
dapat dilihat bahwa Nepal ialah negara dengan presentase terbesar dalam 
menyumbangkan nilai bantuan asingnya ke dalam pendapatan per kapita negara :13 
Tabel 3.1 Signifikansi Bantuan Asing Negara-negara Asia Selatan 
 
Beberapa hal dilakukan oleh Nepal yakni menyalurkan sumber daya alam 
maupun manusianya guna meningkatkan pembangunan, serta menciptakan lingkungan 
yang sesuai untuk investasi asing. Nepal telah menjadi negara penerima bantuan asing 
(foreign aid) sejak tahun 1952 saat bergabung dengan Colombo Plan atau cooperative, 
economic and social development di Asia dan Pasifik. Nepal dalam menerima bantuan 
asing pun berpedoman pada kebijakan terhadap bantuan asing yang dibuat pada tahun 
2002 (Foreign Aid Policy 2002). 
                                                          
12 Government of Nepal – Ministry of Finance, Development Cooperation Report : Fiscal Year 
2014/2015, Dalam : http://mof.gov.np/ieccd/newsbook/20160424154147.pdf, (Diakses 17 Mei 2017, 
15.00 WIB), Hal.18 
13  Badri Prasad Bhattarai, The Effectiveness of Foreign Aid : A Case Study of Nepal, esis, Sydney : 
Economic and Finance, University of Western Sydney, Hal.83. 
Year / 
Country 
Nepal Bangladesh India Pakistan Sri Lanka 
1970-2002 8.29% 6.84% 1.14% 3.92% 6.12% 
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Kebijakan bantuan asing yang dibuat pada tahun 2002 tersebut merupakan 
kebijakan bantuan asing yang pertama bagi Nepal. Kebijakan tersebut dibuat guna 
merespon kesenjangan kebijakan di bidang manajemen pengelola bantuan. Akan tetapi, 
dengan dinamika perubahan model bantuan asing yang berubah dengan cepat sesuai 
dengan konteks internasional yang sedang berlangsung, menyebabkan Nepal perlu 
memperbaharui kebijakan tersebut. Selain dinamika perubahan tersebut, dengan tujuan 
untuk merespon permintaan (demand) yang dibentuk oleh komitmen global terhadap 
efektivitas bantuan dan pembangunan serta dengan tujuan Nepal untuk lepas dari 
predikat ‘Least Developed Country’ (negara yang kurang berkembang) pada tahun 
2022. Berbagai faktor tersebut kemudian melahirkan kebijakan bantuan asing kedua 
bagi Nepal yang dibuat melalui berbagai dinamika kebutuhan masyarakat, berbagai 
konsultasi dengan para stakeholder termasuk DPs dan masyarakat sipil serta 
pemeriksaan secara ketat oleh kabinet yang kemudian melahirkan Foreign Aid Policy 
2014 yang dibentuk pada tanggal 26 Juni 2014. Adapun tujuan utama dari kebijakan 
tahun 2014 tersebut ialah guna membangun kemandirian ekonomi dan merubah Nepal 
menjadi negara demokratis dan makmur melalui mobilisasi perkembangan kerjasama 
yang efektif.14  
Foreign Aid Policy 2014 mengatur bahwa agar bantuan asing yang diterima oleh 
Nepal haruslah sesuai dengan prioritas dan kepentingan nasional. Berikut merupakan 
                                                          
14 Ibid.,Hal.21  
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beberapa prioritas nasional Nepal dalam menerima bantuan asing15. Pertama, bantuan 
asing yang diterima haruslah sesuai dengan kebijakan dan strategi pemerintahan Nepal 
dari waktu ke waktu. Kedua, pemerintah akan mengidentifikasi dan mempersiapkan 
daftar proyek yang akan dilaksanakan bersama dengan Dps (Development Partners). 
Adapun rincian proyek tersebut akan diperbaharui di berbagai level kementerian 
terutama menteri keuangan. Ketiga, berbagai macam bentuk bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang akan mengancam integritas nasional, 
kedaulatan, agama, etnis dan kehidupan sosial masyarakat Nepal ataupun yang 
memiliki dampak negatif pada kebijakan keamanan negara tidak akan diterima. 
Bantuan asing yang bertentangan dengan semua hal tersebut akan dikenakan sanksi 
sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Ketiga prioritas nasional Nepal 
sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Nepal sangat berhati-hati dalam 
menerima bantuan asing yang datang sehingga cenderung untuk selektif dalam 
menerima bantuan terutama apabila bantuan tersebut berasal dari negara-negara yang 
mampu mengancam integritas nasional dan kedaulatan Nepal. 
Berikutnya, penulis akan menjelaskan mengenai beberapa kebijakan yang 
dihasilkan dari Foreign Aid Policy 201416  Pertama ialah penjelasan mengenai batasan-
                                                          
15 Government of Nepal – Ministry of Finance, Development Cooperation Policy 2014 : International 
Cooperation for Development Effectiveness, Dalam : 
http://www.mof.gov.np/ieccd/newsbook/20140629144552.pdf, (Diakses 17 Mei 2017, 16.00 WIB), 
Hal.20. 




batasan penggunaan bantuan yang diterima oleh Nepal. Pertama, bantuan dana hibah17 
yang diberikan oleh negara donor yang berjumlah kurang dari 5 Juta US Dollar tidak 
akan digunakan kecuali untuk Sector Wide Approach Program (SWAp) antara lain 
ialah pengumpulan dana (pool fund), perubahan iklim, dana perkembangan 
berkelanjutan, sedikit dana untuk perkembangan komunitas, sedikit dana untuk 
perkembangan infrastruktur desa, bantuan kemanusiaan, bantuan teknis18 dan 
perkembangan kapasitas SDM.   
Kedua, pinjaman lunak (Concessional Loan)19 yang jumlahnya di bawah 10 Juta 
US Dollar tidak akan digunakan. Bagaimanapun, pemerintah tetap bisa menerima 
jumlah tersebut apabila pinjaman lunak tersebut diiringi dengan pengetahuan dan 
teknologi tinggi. Batas jumlah bantuan di bawah 10 Juta US Dollar tersebut tidak akan 
digunakan untuk proyek yang berhubungan dengan SWAp, pengumpulan dana (Pool 
Fund), dan model pendanaan bersama (Co-Financing).20  
                                                          
17 Dana Hibah (Grant) ialah dana yang diberikan oleh negara donor dengan tidak adanya aturan bagi 
negara penerima untuk membayarkan kembali (Repay) bantuan dana tersebut. Bentuk bantuan dana ini 
dapat berupa uang tunai, barang dan jasa. 
18 Bantuan Teknis (Technical Assistance) ialah bantuan yang diberikan oleh Dps dengan tujuan untuk 
perkembangan kualitas individu dan institusi-institusi termasuk pelatihan, seminar, layanan konsultasi 
dan dana-dana perlengkapan yang dibutuhkan. 
19 Pinjaman Lunak (Concessional Loan) yaitu fasilitas pinjaman dengan syarat-syarat pelunasan ringan, 
tingkat suku bunga rendah dan berjangka waktu panjang ; fasilitas ini diberikan oleh bank pembangunan 
multilateral dan bilateral, seperti contohnya IBRD, OECF untuk pembiayaan proyek pembangunan di 
negara-negara berkembang. Biasanya, pinjaman lunak tersebut berjangka waktu hingga 50 tahun, selama 
masa tenggang waktu tersebut hanya membayar bunga dan biaya pelayanan ; negara dengan pendapatan 
per kapita rendah dan negara berkembang yang bermasalah dengan neraca pembayaran akan 
memperoleh fasilitas dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dan jadwal pembayaran yang lebih 
ringan. (Kamus Bisnis dan Bank, Pinajaman Lunak, Dalam : http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-
bank/pinjaman_lunak.aspx, Diakses 6 Mei 2017, 17.49WIB). 
20 Co Financing adalah dua atau lebih bank atau lembaga pemberi pinjaman yang bersama-sama 




Ketiga, area yang menjadi prioritas penggunaan bantuan meliputi : infrastuktur 
desa, perkembangan sektor sosial termasuk kesehatan, pendidikan, air minum, sanitasi 
air bersih, perkembangan SDM dan sektor agrikultur. Pinjaman lunak akan digunakan 
untuk infrastruktur fisik seperti (hydropower, jalan, jembatan, irigasi, bandara, rel 
kereta api dan pembangunan infrastruktur perkotaan), agrikultur dan tourism serta juga 
di sektor yang mampu menghasilkan lapangan pekerjaan dan menghasilkan uang asing.   
Keempat, ialah mengenai mobilisasi organisasi non pemerintahan 
nasional/internasional (NGO/INGO). Seluruh NGO/INGO yang terlibat memberikan 
bantuan haruslah terdaftar di Dewan Kesejahteraan Sosial Nepal untuk mendapatkan 
persetujuan yang kemudian Dewan Kesejahteraan Sosial Nepal tersebut 
merekomendasikannya kepada Komite Analisis Proyek dan Fasilitas. NGO / INGO 
yang memberikan bantuan juga haruslah bekerja bersama-sama dengan pemerintah 
setempat secara transparan dengan mencntumkan rincian bantuan, sasaran dan tenggat 
waktu pelaksanaan proyek bantuan tersebut.  
Kelima, ialah mengenai bantuan kemanusiaan. Sesuai dengan deskripsi yang 
tertera dalam Foreign Aid Policy 2014, bantuan kemanusiaan (humanitarian aid) akan 
disalurkan untuk merespon terjadinya bencana alam, epidemik, tidak amannya pasokan 
makanan, malnutrisi, manajemen konflik dan pengungsi. Bantuan kemanusiaan yang 
ada juga haruslah dilakukan secara bekerjasama dengan pemerintahan Nepal setempat 
secara transparan mulai dari tahap persiapan, rekonstruksi dan rehabilitasi untuk 
merespon krisis keadaan tersebut dengan memperkuat kapasitas nasional Nepal. 
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Lebih lanjut, pada kenyataannya membuktikan bahwa manajemen bencana yang 
ada sangatlah jauh dari yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya 
koordinasi antara negara donor dengan pemerintah Nepal. Hal ini merupakan 
permasalahan serius bagi Nepal dalam menerapkan kebijakannya terkait bantuan 
kemanusiaan dalam merespon gempa yang terjadi.  Pusat Operasi Darurat Nepal atau  
(Nepal Emergency Operation Centre) telah berjuang secara maksimal dalam 
mengorganisasikan bantuan yang datang. Penuhnya bandara Nepal dalam menampung 
banyaknya bantuan yang datang juga merupakan salah satu kesulitan Nepal dalam 
mengorganisasikan bantuan.21 
Madhurahman Acharya, selaku mantan Sekretaris Luar Negeri Nepal dan 
Permanent Representative bagi PBB yang berbasis di New York  menyatakan bahwa 
bantuan yang telah diberikan oleh negara donor kepada Nepal tidak diberikan secara 
transparan dan bahkan sedikit yang masuk di Menteri Keuangan Nepal.22 Hal tersebut 
merupakan kelemahan Nepal dalam menerima bantuan sekaligus menjadi koreksi bagi 
negara donor untuk di kemudian hari mampu memberikan bantuan secara kolektif dan 
tidak bergerak sendiri-sendiri. 
Nepal dalam menerima bantuan asing juga mengadopsi kebijakan Hyogo 
Framework for Action (HFA) 2005. Berdasarkan kebijakan Hyogo tersebut, negara 
                                                          
21 Nepal Foreign Affairs, International Response to Nepal Earthquake, Dalam: 
http://nepalforeignaffairs.com/international-response-to-nepal-earthquake-overwhelming-yet-




donor memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dengan sangat transparan dan 
melakukan koordinasi dengan pemerintah lokal negara penerima bantuan tersebut. 
Kerangka kerja Hyogo tersebut juga bertujuan untuk membawa semua mitra dalam 
manajemen bencana, termasuk para donor, pemerintah nasional penerima bantuan, 
LSM internasional dan pakar bencana ke dalam satu sistem koordinasi untuk 
memudahkan penanganan bencana tersebut. Pada tahun 2009, Nepal mengalami 
serangan wabah diare. Guna mengatasi wabah tersebut salah satunya ialah Nepal 
membentuk The Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC) yang mana program 
tersebut merupakan usaha Nepal bersama HFA untuk mempersatukan berbagai macam 
bantuan kemanusiaan, finansial dan perkembangan sesuai dengan kebijakan dan 
kepentingan nasional pemerintahan Nepal.23 
Alhasil, dengan demikian ialah berbagai macam kebijakan luar negeri Nepal 
dalam menerima bantuan asing merupakan landasan Nepal dalam menerima maupun 
menolak bantuan yang datang. Kesimpulan dari berbagai macam kebijakan tersebut 
ialah Nepal menerima berbagai macam bantuan selama bantuan tersebut tidak 
mengancam stabilitas politik maupun kedaulatan Nepal. Lebih lanjut, melalui berbagai 
macam kebijakan di atas dapat dimengerti pula bahwa mekanisme kebijakan bantuan 
asing tersebut akan mendorong negara donor untuk bekerjasama dengan pemerintahan 
                                                          
23 Government of Nepal- Ministry of Home Affairs, Nepal Disaster Report 2013, Dalam : http:// 
flagship4.nrrc.org.np/sites/default/files/documents/Nepal%2520Disaster%2520Report%25202013.pdf, 
(17 Mei 2017, 9.15 WIB). Hal.28 
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setempat, hal ini tentu saja tidak akan terjadi apabila pemberi bantuan (negara donor) 
tidaklah mendapatkan pengakuan dari Nepal sebagai negara yang berdaulat. 
Tabel 3.2    Orientasi Kebijakan Luar Negeri Nepal 
Sumber : diolah dari berbagai sumber terkait. 
Tabel 3.3    Kebijakan Bantuan Asing Nepal 
Sumber : diolah dari berbagai sumber terkait. 
- Nepal berada di bawah kekuasaan Inggris (1858-1947) dan Nepal cenderung 
isolasionis 
- Pada tahun 1950 an, Nepal mulai membuka diri. Pada awal 1990 an, Nepal 
menjalin hubungan diplomatik dengan 100 negara. 
- Secara konstitusi, Nepal berpedoman pada piagam PBB, Non-blok, hukum 
internasional dan menekankan perdamaian dunia. 
- Panscheel (5 prinsip koeksistensi perdamaian) sebagai salah satu prinsip 
kebijakan luar negeri Nepal.  
- 5 Prinsip Panscheel berisi : Saling menghormati integritas teritorial dan 
kedaulatan masing-masing, non intervensi terhadap urusan internal masing-
masing negara, Equality, non agresi dan kerjasama dalam penyelesaian 
sengketa 
- Nepal secara Power cenderung tidak menginginkan untuk memproyeksikan 
kebijakannya guna mendapatkan pengaruh di dalam persaingan global secara 
langsung akan tetapi lebih cenderung menjaga integritas negara dengan cara 
damai serta menjaga stabilitas hubungan dengan negara terdekat yakni Cina 
dan India. 
-Bantuan asing memiliki peran vital dalam pembangunan perekonomian 
Nepal 
-Nepal ialah negara dengan angka ketergantungan paling tinggi terhadap 
bantuan asing diantara negara Asia Selatan lainnya (1970-2002). 
- Nepal dalam menerima bantuan asing awalnya berpedoman pada kebijakan 
bantuan asing pertama yakni, Foreign Aid Policy 2002 
- Melalui berbagai faktor yang mempengaruhi, kebijakan 2002 direvisi menjadi 
Foreign Aid Policy 2014 yang dibentuk pada 26 Juni 2014. 
- Foreign Aid Policy 2014 tersebut mengatur bahwa Nepal tidak akan menerima 
bantuan yang berpotensi mengancam kedaulatan maupun kepentingan 
nasional Nepal. 
- Mekanisme bantuan yang ada akan mendorong negara donor dan pemerintah 
setempat Nepal saling bekerjasama, hal ini tentu tidak akan terjadi apabila 
negara donor tidak mendapat pengakuan diplomatik dari Nepal 
